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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN

DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
BAGI] PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menctapkan
Peraturan Mcnteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengajuan
Hak Atas Penghormatan Dan Penerimaan Gelar, Tanda Jase
Dan “anda Kehormatan Bagi Prajurit Dan Pegawas Negeri
Sipil Kementerian Pertahanan,;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5023):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Peieksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006
textang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
{(Lermbharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43), Tambahan Lemberan Negara Republik
indonesia 5115);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tehun 2C10 tentang
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indcnesia,;

Teraturan Menteri Pertahanan Nemor 1€ Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
“ertahanan (Berita Negera Republik Indonesia Taiun
2010 Norsor 1€3). '

4



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA

CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN
PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA
KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

-

N

_(,'1

,C’\
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Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada
prajurit dan PNS Kemhan vang teiah gugur atau meninggal dunia atas
perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada
bangsa dan negara. '

Tanda Jasa adalah penghargean negara yang diberikan Presiden kepada
prajurit dan PNS Kemhan vang betjasa dan berprestasi luar biasa dalam
rmengembangkan dan memajukan suatu  bidang  tertentu  yang
bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

Tanda Kehormatan acdalah penghargaan negara yang diberikan Presiden
kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi
pemerintah, atau organisasi atas darinabakti dan kesetiaan yang fuar
biasa terhadap bangsa dan negara.

Warga Negara Indonesia yaug sclanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsz lain yang disahkan
dengan undang-undang schagai warga negara.

Warga Negara Asing yang selaniutnya disingkat WNA adalah orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai wargza
negara.

Prajurit adaleh anggota Tentaca Nasionai Indonesia.

Pecawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang sclanjuinya disingka
PNS Kemhan adalanh PNS yany bekerja atau ditugaskan di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan TN

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Menteri adalah menteri yang menycienggarakan urusan pererintahan di
bidang pertahanan. '

Pangiima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi
militer yang memimpin TNI.

Kehala Staf Anskatan adaiah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala
i o x ) 5 _ }
Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Sial TNT Angkatan Udara.



12.

13.

14.

(2)

Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan
kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang iuar biasa baiknya

Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adaiah
anugeran kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang
mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara
Jangsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

Anumerta adalah Penghargaan vang diberikan kepada anggota Angkatan
Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah crangnya
meninggal.

BAB 11
JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Gelar

Pasal 2

Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal
dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gelar berupa Pahlawan Nasionai.

Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan
Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang
pernah diberikan sebelumnyz yaitw :

a Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
b. Pahlawan Kemerdekaan Nasionai;
Pahiawan Prollamator;

Pahlawan Kebangkitan Nasiorzal;
Pahlawan Revolusi, dan
Pahlawan Ampera.

laci e e NEe

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
gelar kechormatan Veteran Republilz Indonesia.

Ragian Kedua
Tanda Jasa

asal 3

Tanda Ja sa berupa Médzli vang memiliki derajat sama.

Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Medali Kepelopbran;

a.
b. Medali Kejavaan; dan
C. Medali Peraama:an.



(3)

(1)

(2)

(1)

Tanda Jasa diberikan kepada:
a. Prajurit di lingkungan TNI;

b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

C. PNS Kementerian Pertahanan;

d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. WNA.

Bagian Ketiga
Tanda Kehormatan

Pasal 4

Tanda Kehormatan diberikan kepada:

a. Prajurit di lingkungan TNI;

b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNL

C. PNS Kementerian Pertahanan;

d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
e. WNA.

Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bintang;
b. Satyalancana; dan
C. Samkaryanugraha.

Pasal 5

Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. Bintang Sipil; dan
b, ©  Bintang Militer.

Tarda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas :

Bintang Republik Indonesia;

Bintang Mahaputera,

Bintang Jasa; dan

Bintang Kemanusiaan;

Bintang Penegak Demokrasi,

Bintang Budaya Parana Dnsrma; aan
Bintang Bhayangkara.
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(3)

(4)

(1)

Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

Bintang Gerilya;

Bintang Sakti;

Bintang Dharma,;

Bintang Yudha Dharma;
Bintang Kartika Eka Pakci;
Bintang Jalasena; dan
Bintang Swa Bhuwana Paksa.
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Tanda Kehormatan Bintang Militer scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dapat diberikan kepada WNA berupa:

Bintang Yudha Dharma,;
Bintang Kartika £ka Paksi;
Bintang Jalasena; dan
Bintang Swa B8huwana Paksa.

0o op

Pasal €

Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) buruf b terdiri atas:

a Satyalancana Sipil; dan
b. Satyalancana Militer.

Tanda Kehorinatan Satyaiancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:

Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
Satyalancana Pembangunan;
Satyalancana Wira Karyza;
Satyalancana kebaktian Sosizl;
Satyalancana Kehudayaan;
Satyalancana Pendidikan,
Satyalancana Karya Satya;
Satvalancana Dharma Olahrage;
Satyvalancana Dharma Pemuda,;

' Satyalancana Kepariwisataan;
Satyalancana Karya Bhaldi Praja Nugraha;
Satvatancana Bhakti Fendidikan,;
Satyalancana Jana Utamna; dan
Satyalancana Karya Bhakti.

BHURTOER MO QGO

Tarnda Kehormatan Satyalancara Militer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdin alas:



(1)

(3)

(1)

(2).

Satyalancana Bhakui,
Satyalancana Teladan;
Satyalancana Kesetiaan,
Satyalancana Santi Dharma,;
Satyalancana Dwidya Sistha;
Satyalancana Dharma Nusa;
Satyalancana Dharma Bantala;
Satyalancana Dharma Samudra;
Satyalancana Dharma Dirgantara,
Satyalancana Wira Nusa,;
Satyalancana Wira Dharmas;
Satvalancana Wira Siaga; dan
Satvalancana Ksatria Yudha.
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Satyalancana Militer yanyg dapat diberikan kepada WNA berupa
Satyalancana Dwidya Sistha.

Pacal 7

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ terdiri atas:

a. Samkaryvanugraha Sipil; aan
b. Samkaryanugraha Militer.

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Sipil sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Parasamya Purna Karys Nugraha: dan
b. Nugraha Sakanti; '

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b berupa Samkaryanugraha.

BAB il
HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN
PENERIMA CELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 8

Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanaa Kehormatan berhak
atas penghormatan dan pcughargaan dari negara.

Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi penerima Gelar diantaranya dapat berupa:

a. pengangkatan atau Kenaikan Pangkat secara Anumerta.

b.  kenaikan pangkat secara istimewa.

Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup

diantaranya dapat berupa hak protokol dalamn acara resini dan acara
kenegaraan. '



Pasal 9

Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar
bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:

a.

Kasatker mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi
persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan
mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Gelar yang rmemenuhi
persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan
menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi
prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara;

Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Gelar yang
memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima
menetapkan kenaikan pengkat secara Anumerta ke pangkat
Letnan-Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonei, dan

Panglima mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi
persyaratan kepada Presiden dan  selanjutnya  Presiden
menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat
Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi.

Pengajuan hak atas penghorinatan dan penghargaan penerima Gelar
bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:

a.

Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi
PNS Kemhan penerirna Geizi vang memenuhi persyaratan kepada
Sekjen Kemhnan; ' '

Sekjen Kemhan mengusulican kenaikan pangkat secara Anumerta
biasa bagi PNS Keruhan penerima Gelar yang memenuhi
persyaratan kepada Menteri;

Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi
PNS golongan IV/b kebawah penerima Gelar yang memenuhi
persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk
mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan
kenaikan pangkat Anumerta; dan

Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi
PNS golongan IV/c keatas penerima Gelar yang memenuhi
persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian
Nasional untuk menetapkan pangkat Anumerta.

Pasal 10

Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda
Jasa bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:

a.

Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang
memenuhi persyaratan kepada Pangkotama sccara hierarki
berdasarkan mckanisme usul kenaikan panglkat sesuai ketentuan:



(2)
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Pangkotama mengusulkan prajurit pencrima Tanda Jasa yang
memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas
Angkatan menetapkan kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit
berpangkat Tamtama dan Bintara,

Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang
memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua
sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan

Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang
memenuhi persyaratan kcpada Presiden dan selanjutnya Presiden
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel.

Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda
Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:

a.

Kasatker mengusul&w‘ kenzikan pangkat Anuinerta bagi PNS
Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada
Sekjen Kemhan;

Sekjen Kemhan mengusulken kenaikan pangkat Anumerta bagi
PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan
kepada Menteri;

Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS
golongan [V/b lfebwwah penerima Tanda Jasa yang memenuhi
persyaratan kepada K\,pald Badan Kepegawaian Nasional untuk
mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri imenetapkan
kenaikan pangkat Anumerta; dan '

Menteri mengusulkan kenaiken pangkat Anumerta bagi PNS
golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang memenuhi
persyaratan kepada Presiden melalui Kepala Badun Kepegawaian
Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumeria.

Pasal 11

Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerims Tanda
Kehormatan bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis scbagai berikut:

a.

o

Kasatizer mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang
memenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki
berdasarkan mekqmumf: sl kenaikan p-iﬂgnat sesuai ketentuan
vang berlaku;

Pangkotama mengusuiltan prajurit petierima Tanda Kehormatan
vang memenuhi npersyvaratan  kepada  Kas  Angkatan  dan
selanjutnya Kas Angkatan 1menetapkan  kensixan  pangkat
Anumerta bagi prajurit rmrp" grat Taatama dnlx Biniara;

Kas Angkatan mengusiukan prajurit penerima Tanda Kehormatan
yang memenuhi nersyaratan kepada Pangiima dan selanjutnysa
Panghg.na menetapkan kenaikan pangkai Anumccta ke pangkat
Letnan Dua sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan



d. Panglima mengusutkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang
memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel dan
pangkat yang lebih tinggi.

2) Pengajuan hak atas peng‘norrriatan dan penghargaan penerima Tanda
Kehormatam bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai
berikut:

a. Kasatker mengusuikan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS
Kermnhan penerima Tanda Kehormatan yang rmemenuhi persyaratan
repada Sekjen Kemhan;

b. Sekjen Kemhan mengusutkan kenaikan pangkat anumerta bagi
-~ § N g-
PNS Kemhan penecrima Tanda Kehormatan yang memenuhi
persyaratan kepada Mentert;

Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS
golongan IV/b kebawah penerima Tanda Keshormatan yang
memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Nasional untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menten
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta; dan

O

d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS
golongan [V/c keatas penerima Tanda Kehormatan vang
memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui ¥=pala Badan
Kepegawaian Nasicna!l untuk menetapka kenaikan pangkat
Anumerta.

Pasal 12
Penghormatan dan penghargaan untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan Idiberikan kenaikan pangkat secara istimewa sebagaimana
dimaksud delem Pasal 8 ayat (2) huruf b kepada piajurit dan PNS Kemhan
yang masih hidup rerupa:

a. kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit; dan
b. kenaikan pangkar istimewa bagi PNS Kemhan.

Pasai 13

Kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit sebagaimana dirnaksud dalam Pasai
12 nuruf a terdin atas:

a.  kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang;

b,  kenaikan pangkat luar biasa operasi wiliter selain perang;

C. kenaikan pangkat luar biasa cperasi railiter perang anuruerta; dan
d. kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anuincrta.

Pasal 14

Kenaikan pangkat istimewa bagi PN3S Kemharn sebagaimana duraksud dalam
Pasal 12 huruf b terdiri atas:

a ‘kenairan panghkst pilihziy dan
5. kenaikan paingxat reguler.
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Pasal 15

(1) Pengajuan Xenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit penerima Gelar
dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut:

a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan yang mercnuhi persyaratan untuk mcemperoleh
Izenaikarn pangkat luar biasa kepada Pangkctama secara hierarki
berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan

yang berlakuy;

b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan
Tanda  Kehormatan yang memenuhi  persyaratan Untuk
memperoleh kenaikan pangkat iuar biasa kepada Kas Angkata
dan beldmutnya Kas Angkatan menetapkan kenaikan pangkat ludx
biasa bagi prajurit bernangkat Tamtama dan Bintarz;

C. Kas Angkatan mengusuikan prajurit penerima Tanda Jasa dan
Tands I\ﬂh rmatan yang memeonuhn persyaratan kepade Pang 1ima
dan  selanjutnya :’dnvllrna mne mtapxﬁm kenaikan pangkat ua
bigsa ke pangkat Letnan Dua sampai- dengan pangkat Letrvan
Kolone; dan

d. Panglima mengusuikan przjurit penerima Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan yang memecnuhi persyaratan xepada Presiden dan
selcmjuf nva Presiden menetankan kenaikan oanqut luar biasa ke
pangkat Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi.

(2)  Pengajuan kenaikan pangkat istimewa bagi r\ S Kemhan pencrima Gelar
dilaksarnakau aecltra hierarkis sebage u uenk

A Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagy PNS
Kemmhan penerima Tanda Jasa dan Tanda Rehormatan yang
niemenuhi persyaratar kepada Sekjen Kemhan;

D. Sekjen Ke raly an mulm)ou}kem kénaikan pangkat iuar hiasa bagi
PN3 Kemihan penerinia Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan vang
rieraenuhi persyaratan kepada Menteri;

C. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat istimewa bagi PNS
golongan_ IV/b 'kebawah penerimma Tanda Jasa  dan Tanda
Kehn‘rmatar’x yang memenuhi persysratan. kepada Wepaia Badan
Kepegawaian Nasional utak  mendagpat pero;uzjuan dan
selan j‘lLlly.l Mentbn mvnctapl at; kc.lalkan pangkat luar biasa; dan

d. Mentert mengusulkan kenaikin pangl'at istim=wa bagi PNS
golengan IV/c keatas penrerima  Tanda  Jasa dan Tanda
Kehormatan yang inemenuhi pe rsyaratan xepada Presidén melalui
Kepala Badan Kepegawainn Nasionai meneta :Ckc kenaikan
pangkat Anumerta. '

Maza 16

1g<guar‘ hak rrotokol daiarn acaca reamii dan acar kencgaraan bagi
penerirna Tanda: st‘.n dan Tanda kehormatan w‘a} sanakan secara hicrarkis

oe ag ai berikut:
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Menteri mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meialui
Kementerian terkait bidany jasanya

hasil pengusulan Menteri seteiah diproses kepada Menteri terkait,
sampal turunnya Keputusan Presiden - diteruskan kepada - pengusul
sesuai dengsn peraturan perundang-undangan; dan

Keputusan Presiden tentaﬂg Penghormatan dan penghargaan untuk
penerima Gelar disampaikan kepada yang bersangkutan melalui instansi

terkait secara hierarki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Prosedur pengajuan hak atas penghormatan penerima Tanda Jasa sebagai
berikut:

,m

Panglima mengusulkan anggotanya vang memenuhi persyaratan kepada
Menteri, selanjutnya diadakan penclitian sesuai dengan ketentuan untuk
mendapatkan hak atas penghormatran dan penghargaan scbagaimana
dirnaksid daslam Pasal 125

Kas Angketan mengusulkan pemberian hak atas t "nghormat‘m
ocua;qwmau:a dimaksud pada avat (1) yang memecnuhi syarat kepada
anglirna;

Panglima mengusulkan pembcrian hak atas pvngiw.- atan  yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mentery;
dan

Menteri mengusulkan pemberian hak  aws  penghormatan  yang

memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud pada ayat 13) melalui
Kementerian terkait bidang jasanya.

Bagien Ketiga
Penghormatan Pencrima Tanda Kehormatan

pPasal 19

Prosedur pengajuan hak atas penghermatan penerima Tanda Kehormatan
sebagai berikut.

a.

D

?fmg,nma me'lgusull’an anggotanya yvang memenuhi pu\var«an kepada
Mcnter), sélanjutnya diadakan nenelitian sesuai dengan keteniuan uniuk
raendepatkan hak atas penphormeton dan penghargean sebagainani
dirmaksud dalam Pasal 4,

kas Ar ;;x?ta.n menouvv'ke peraberian  hak atas penghormetsn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} vang memsnubi syaraft kepada
Panglima;

Pangiima mengustilkan pen beriar:  hek  atas  penghonnaian  yang

2

'mﬂrnenuhn syarat sebagaimana dimeksud pade ayat (2} kerada Menteri;

da'L
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d. Menteri mengusulkan pemberian hak atas penghormatan yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Kementerian terkait bidang jasanya.

Pasal 20

Pengajuan usul hak atas penghormatan dan penerima Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan diajukan dengan melampirkan :

a. riwayat hidup diri (riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang
dilakukan calon penerima hak atas penghormatan); dan

b. surat rekomendasi pengusul calon penerima hak atas penghormatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2012

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 487
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